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 First, askes on going service agreement is in accordance with thw provisions 
of spplicable law. This is evidenced by the coorperation agreement between 
PT.askes (Persero) and District General Hospital besides fully equipped and very 
benefical facilities are available to the participant. However, the implementation of 
the health insurance service to the participants is less noticeable because many of 
the participants complained about the health insurance service to themselves, for 
example: the participants do not understand the procedure for health insurance 
service,due to lack of information and dissemination from askes and hospital as well 
as long and difficult procedure in health care giver. Secondly, responsibilty of 
governmen, PT.Askes (Persero) , and  the hospital to the askes participants whom 
were harmed in the health service. The government is responsible for the availability 
of health facilities. PT.Askes (Persero) is responsible for collecting and managing 
fees and paying for medical expenses required by the participants. Hospital is 
responsible for providing the best service to all participants indiscriminately. 
 
I. Pendahuluan 
 
Kesehatan sebagai unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan 
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
pembukaan Undang- undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan 
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 
dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan 
berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia 
Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan 
nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 
pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-
angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh 
masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup 
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu 
dan berkesinambungan.   
Setiap masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, 
dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi 
penduduknya,  termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan PNS beserta 
anggota keluarganya. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi 
masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan 
pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur 
bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesehatan Pegawai Negeri Sipil 
serta anggota keluarganya. 
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengatur bahwa: 
”Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan 
Pegawai Negeri Sipil. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi program 
pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan 
asuransi pendidikan putra-putri Pegawai Negeri Sipill”. 
 
Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 
tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, 
Perintis Kemerdekaan, beserta Keluarganya. Penyelenggaraan pemeliharaan 
kesehatan di dalam asuransi kesehatan berdasarkan pada asas usaha bersama dan 
kekeluargaan (gotong-royong), di mana pembiayaan pemeliharaan kesehatan ini 
ditanggung bersama oleh para pegawai negeri, penerima pensiun dan pemerintah. 
Asuransi Kesehatan adalah suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan 
kepada masyarakat yang biayanya dipikul bersama oleh masyarakat melalui sistem 
kontribusi yang dilakukan secara pra upaya.1 
Pemerintah Indonesia dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat 
terutama kesejahteraan di bidang kesehatan mempunyai suatu program yang 
disebut Asuransi Kesehatan (ASKES) yaitu program pemerintah dalam memelihara 
kesehatan yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yaitu Golongan Pegawai 
Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beserta keluarganya. Peserta dan 
badan asuransi terjalin suatu ikatan perjanjian dimana peserta (tertanggung) 
diwajibkan membayar sejumlah dana kepada badan asuransi (penanggung) yang 
disebut premi. Besarnya premi yang harus dibayar peserta kepada PT. Askes 
(Persero) adalah sebesar 2% dari gaji pokok. 
Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah menunjuk PT. Askes 
(Persero) sebagai penyelenggara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 
Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada 
Pegawai Negeri Sipil,  PT. Askes (Persero) membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) 
dengan rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta. 
PT. Askes (Persero) sebagai pengelola program dan pengelola dana 
bertanggung jawab atas terjaminnya pemeliharaan kesehatan peserta. Prinsip 
jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan PT Askes (Persero) adalah 
prinsip managed care yaitu melaksanakan program jaminan pemeliharaan 
kesehatan yang menyeimbangkan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
pembiayaan yang terkendali.2 Prinsip ini berdasarkan kenyataan biaya pelayanan 
                                                             
1 Asuransi kesehatan , www.google.com http://Asuransi_kesehatan, diakses pada tanggal 23 februari 
2012 
2  http://www.ptaskes.com/uploads/bulletin/FA_ASKES%20Januari%202012.pdf, diakses pada 
tanggal 23 februari 2012 
kesehatan semakin meningkat secara tajam sementara tuntutan akan mutu 
pelayanan juga meningkat, sehingga tanpa adanya pengendalian terhadap biaya 
pelayanan kesehatan, tuntutan akan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan 
yang bermutu tidak tercapai. 
Pelayanan kesehatan seharusnya memberikan jaminan kesehatan yang 
bermutu kepada Pegawai Negeri yang masih berada dalam golongan bawah, bukan 
hanya kepada Pegawai Negeri yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi atau 
golongan elit. Sebagai contoh di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar masih 
banyak Pegawai Negeri  yang dirugikan misalnya dalam hal pembiayaan, peserta 
merasa kalau biaya yang diberikan Askes, khususnya ketika harus dirawat di rumah 
sakit, jauh dari mencukupi. Padahal peserta memiliki tabungan wajib, yang sewaktu- 
waktu bisa digunakan apabila sesuatu menimpa peserta dan/ atau keluarganya, 
tetapi hal tersebut jarang atau bahkan tidak dilakukan oleh pihak- pihak yang 
bersangkutan .  
Selain masalah pembiayaan, masih terdapat masalah lain, diantaranya  
adanya kesenjangan pelayanan pasien askes dengan pasien umum, kenyataannya 
bahwa sebagian besar peserta askes mengeluh karena rumah sakit sering 
memperlakukan peserta askes sebagai prioritas kedua penerima layanan kesehatan 
setelah pasien umum, hal ini dikarenakan peserta askes dianggap tidak membayar 
pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan sehingga dianggap tidak memberikan 
pendapatan bagi rumah sakit, padahal peserta askes itu bukan berarti dia gratis 
sebab tiap bulan harus membayar premi 2% walaupun yang bersangkutan dalam 
kondisi sehat. Seharusnya peserta askes yang harus memperoleh pelayanan 
kesehatan istimewa dari rumah sakit.  
                                                                                                                                                                                             
 
Kerugian lainnya yaitu dalam proses administrasi , seharusnya untuk 
pelayanan yang terbaik itu memberikan kepastian jaminan pemeliharaan kesehatan 
kepada peserta namun pada kenyataanya peserta askes kecewa dengan sistem 
pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit, sebagai provider Askes. Prosedur 
yang diterapkan terasa berbelit-belit dan cukup merepotkan para peserta, sebagai 
contoh kasus fotokopi kartu Askes atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak sedikit 
peserta askes yang merasa kesulitan dengan sistem fotokopi sebagai syarat 
administrasi, jika ada keadaan darurat dan terjadi pada malam hari, tidak mungkin 
mencari tempat yang menyediakan fotokopi. Seringkali peserta askes harus mondar  
mandir, hanya karena kekurangan salah satu syarat. 
II. Tinjauan Pustaka 
A.  Perjanjian pada umumnya 
1.  Pengertian Perjanjian 
Pertama- tama harus dikemukakan bahwa Hukum Perjanjian ini adalah bagian 
dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal janji adalah suatu sendi yang 
amat penting dalam hukum perdata, oleh karena Hukum Perdata banyak 
mengandung peraturan- peraturan hukum yang berdasar atas janji seseorang.3 
Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari 
peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 
ditulis. 
                                                             
3  Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum perjanjian, PT.Bale Bandung, Bandung,  1981, halaman  
7. 
2.  Syarat- syarat sahnya suatu perjanjian 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan undang- undang, sehingga ia diakui oleh hukum (legally concluded 
contract). Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Dalam praktiknya, syarat ini lebih sering disebut dengan kesepakatan (toesteming). 
Kesepakatan merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, 
kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting 
adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.4 Cara- cara 
untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun 
dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak 
bahwa terjadi penawaran dan penerimaan. Contoh yang dapat dikemukakan, 
sebagai cara terjadinya kesepakatan/ terjadinya penawaran dan penerimaan adalah 
: dengan tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol- simbol tertentu, bahkan dengan 
berdiam diri.  
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. 
Mengenai syarat kecakapan ini, harus dituangkan secara jelas oleh para pihak 
dalam membuat suatu perikatan. Pasal 1330 KUH Perdata memberikan batasan 
orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak membuat 
perjanjian adalah: 
a) Orang-orang yang belum dewasa; 
b) Mereka yang di bawah pengampuan; 
                                                             
4  Ahmadi Miru, hukum kontrak dan perancangan kontrak, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, 
halaman 14. 
c) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 
pada umumnya semua orang kepada siapa undang- undang telah melarang 
membuat perjanjian tertentu. 
Memang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu 
perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup 
kemampuan akan tanggung jawab yang dipikul dari perbuatannya. Orang dibawah 
pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. 
Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya sama dengan 
seorang anak yang belum dewasa. 
3. Suatu hal tertentu 
Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan 
hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan.5  
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian yang memuat prestasi yang perlu 
dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi tersebut harus tertentu atau sekurang-kurangnya 
dapat ditentukan. 
4. Suatu sebab yang halal 
Kata “sebab” adalah terjemahan bahasa Latin “causa”. “Sebab” adalah suatu yang 
menyebabkan orang membuat perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang 
dimaksud dengan “causa” itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau 
yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi 
perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-
pihak. 
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat- syarat subjektif, karena 
mengenai orang- orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 
                                                             
5 Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, halaman 19. 
dua syarat yang terakhir dinamakan syarat- syarat objektif karena mengenai 
perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. 6  Dalam hal 
syarat objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. 
Artinya : dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada 
suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk 
melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada 
dasar untuk saling menuntut di depan hakim.  
Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya 
bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta 
supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah 
pihak yang tidak cakap secara tidak bebas. 7  
B. Perjanjian kerjasama  
1. Pengertian Perjanjian Kerjasama 
Perjanjian kerjasama adalah sebuah bisnis yang melibatkan dua orang atau 
lebih dalam kegiatan bisnis tersebut, rawan memunculkan terjadinya perbedaan. Hal 
ini merupakan sebuah kewajaran dalam proses kemajuan sebuah kegiatan selama 
biasa disikapi dengan positif. Namun, bila disikapi dengan negatif dan tidak dicari 
solusi atas perbedaan tersebut, bisa menjadi sebuah ancaman atas kelangsungan 
bisnis.  
Disinilah pentingnya dibuat perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan bisnis. Perjanjian kerjasama dalam sebuah bisnis bisa 
dilakukan secara formal maupun informal. Hal ini disesuaikan dengan jenis 
                                                             
6  Ibid, halaman 17 
7  Ibid, halaman 20 
kerjasama yang hendak dilakukan. Selain itu pembuatan perjanjian kerjasama bisa 
disesuaikan dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat didalamnya.8 
2. Tujuan perjanjian Kerjasama 
Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk menghindari masalah atau untuk 
menyelesaikan permasalahan yang muncul. Namun ada beberapa hal lain yang 
menjadi tujuan dibuatnya sebuah perjanjian kerjasama pada berbagai macam 
aktivitas manusia yang melibatkan hubungan dua belah pihak atau lebih pada 
sebuah transaksi. Beberapa tujuan pembuatan perjanjian kerjasama tersebut 
diantaranya adalah:9 
a. Sebagai acuan dalam proses kegiatan.  
Dengan demikian, semua aktivitas yang akan dilakukan oleh semua pihak yang 
terlibat dalam proses kerjasama, harus mengacu pada ketentuan yang sudah diatur 
dalam surat perjanjian kerjasama. 
b. Kepastian transaksi. 
 Dengan adanya surat perjanjian transaksi, akan memberikan ketenangan semua 
pihak dalam transaksi tersebut. Hal ini mengingat di dalam surat perjanjian 
kerjasama biasanya tercantum mengenai ketentuan bagi yang sudah disepakati 
dalam proses kerjasama. 
 
C. Asuransi 
1. Pengertian asuransi  
                                                             
8  Perjanjian kerjasama, http://www.anneahira.com/perjanjian-kerjasama.htm, diaskes pada tanggal 9 
mei 2012 
9  Ibid 
Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena 
itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian 
perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap 
pada pengertian dasar dari perjanjian.10 
Berdasarkan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam pasal 246 
kitab undang-undang Hukum Dagang : 
“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana 
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan 
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu 
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapan yang mungkin 
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 
2. Asuransi Jiwa 
Khusus mengenai pertanggungan jiwa, Emmy Pangaribuan Simanjuntak 
mengemukakan sebagai berikut :  
“Perjanjian pertanggungan jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian 
dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus 
atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan 
pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau 
lebih.”11 
3. Asuransi Kesehatan 
Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus 
menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika 
mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis 
perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan asuransi, yaitu rawat inap (in-
                                                             
10 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1995 
halaman 82 
11  Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia, Bina Cipta, 
Jakarta, 1997, halaman. 28   
patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment).12 Produk asuransi 
kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan 
asuransi jiwa, maupun juga perusahaan asuransi umum. Tujuan asuransi kesehatan 
adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan anggota 
keluarganya. Asuransi kesehatan juga bertujuan memberikan bantuan kepada 
peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya. PT. ASKES (Persero) 
Indonesia sebagai badan pengelola Asuransi Kesehatan di Indonesia bertujuan 
untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pegawai Negeri 
Sipil, Penerima Pensiun, beserta anggota keluarganya, dalam rangka upaya 
menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat dan dinamis serta memiliki jiwa 
pengabdian terhadap nusa dan bangsa. 13 
4. Pihak- pihak dalam Asuransi Kesehatan 
Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja 
yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang- undang 
untuk melakukan perjanjian. Pihak- pihak dalam perjanjian ini dapat berupa orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.14 
Pihak-pihak dalam Asuransi Kesehatan terdiri dari tiga pihak (third party) yang 
saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga pihak yang dimaksud ialah: 
1. Penanggung  
Yang dimaksud dengan penanggung atau badan asuransi (health insurance 
institution) ialah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta 
membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta. Dalam hal ini penanggung 
                                                             
12  Asuransi kesehatan wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan, diakses pada 
tanggal 23 februari 2012 
13 Ibid,  
14  Ahmadi Miru, Op.Cit, halaman 7 
adalah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi.15 
2. Tertanggung 
Yang dimaksud dengan tertanggung (client) atau peserta ialah mereka yang 
terdaftar sebagai anggota, membayar iuran (premi) sejumlah dan dengan 
mekanisme tertentu dan karena itu ditanggung biaya kesehatannya. Dalam hal ini 
tertanggung adalah konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang 
dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.16 
Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
3. Pemberi pelayanan 
Yang dimaksud dengan pemberi pelayanan (health provider) ialah yang 
bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan bagi peserta dan untuk itu 
mendapatkan imbal jasa dari badan asuransi. 
III. Pembahasan 
 
a. Pelaksanaan Perjanjian Pelayanan Askes sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang yang berlaku. 
Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, 
dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku 
                                                             
15  Pasal 1 Angka 3 undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. 
16  Pasal 1 Angka 2 undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. 
kepentingan terkait harus memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah 
satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh 
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. PT. Askes 
(Persero) menerbitkan buku petunjuk layanan bagi peserta askes sosial, ini 
merupakan salah satu upaya agar peserta mendapatkan pelayanan, baik pelayanan 
adminstrasi maupun pelayanan kesehatan.  
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 dalam Pasal 17 
menegaskan bahwa : “ Pelaksana pelayanan kesehatan wajib memberikan 
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis peserta”.  
Perjanjian Kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Makassar dengan Rumah 
Sakit Umum Daerah Makassar. 
Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta dibutuhkan 
fasilitas yang terbaik dan aman  oleh sebab itulah PT. Askes (Persero) dalam hal ini 
bertindak sebagai penanggung dan Badan Penyelenggara membuat perjanjian 
kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertindak sebagai pemberi 
pelayanan kesehatan. 
”PT.Askes (Persero) dalam membuat perjanjian kerjasama itu mengacu pada 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 tentang Tarif 
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Askes dan Anggota Keluarganya.  Jadi apabila 
terjadi sesuatu hal diluar dari ketentuan PERMENKES maka itu bukan menjadi 
tanggungan dari PT. Askes.”  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada dua Rumah Sakit Umum 
Daerah Makassar yang menjadi objek penelitian. Kedua Rumah Sakit ini telah 
bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) Cabang Makassar, pada dasarnya 
bahwa kedua Rumah Sakit ini memiliki perjanjian kerjasama dengan PT.Askes 
(Persero) yang relatif sama, sama dalam artian hal pelayanan, isi dari perjanjian, 
hak dan kewajiban dari para pihak karena perjanjiannya memang sudah baku, 
artinya bahwa perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu oleh Badan Penyelenggara 
dalam hal ini adalah PT.Akes (Persero) dan itu berlaku pada pada Rumah Sakit 
yang ingin bekerjasama dengannya, hanya saja yang membedakan dari segi tarif 17 
masing- masing Rumah Sakit. “PT.Askes (Persero) dan Rumah Sakit dalam 
menentukan berapa tarif yang digunakan itu melakukan negosiasi terlebih dahulu 
baru menentukan berapa besarnya tarif yang akan dipakai.”  
Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta PT. askes 
(Persero) di Rumah Sakit Umum Daerah  
1. Ruang lingkup pelayanan kesehatan yang wajib disediakan dan prosedur 
atau tata cara pemberian pelayanan kesehatan bagi Peserta yang wajib 
dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit, dan  
2. Pemberian resep obat diluar DPHO yang berlaku, apabila pihak Rumah Sakit 
meresepkan obat diluar DPHO yang berlaku, maka pihak PT. Askes (Persero) 
berhak mengganti dengan obat yang sejenis yang tertera dalam DPHO yang 
berlaku tanpa melalui konsultasi dan atau pemberitahuan kepada dokter 
penulis resep. 18 
                                                             
17  Tarif adalah harga pelayanan kesehatan bagi peserta dan / atau anggota keluarganya yang 
diberikan oleh PT. Askes (Persero) kepada pemberi pelayanan kesehatan.  
18  Pasal 3, Perjanjian Kerjasama  PT.Askes Cabang Makassar dan Rumah Sakit Umum daerah 
Makassar. Halaman 7 
Program asuransi kesehatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tujuan 
memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
keluarganya, yang aturannya sudah ditentukan. Pemanfaatan kartu ASKES yang 
optimal akan meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan 
kesehatan.  
1. Adapun Bentuk kerugian yang dialami PNS seperti : 
a. Kerugian masalah waktu karena pelayanan yang berbelit- belit dan terkadang 
dipersulit. 
b. Kerugian dalam hal tenaga karena harus mondar- mandir mengurus 
kelengkapan berkas agar bisa dilayani. 
c. Biaya yang ditentukan askes tidak sesuai dengan yang dipergunakan. 
d. Tidak diberikan pelayanan yang baik, terkadang ada perbedaan pelayanan 
pasien umum dan pasien askes. 
e. Informasinya kurang jelas 
2. Keuntungan yang dialami seperti : 
a. Membantu meringankan biaya pengobatan 
b. Sebagai investasi untuk masa depan 
c. Dapat mengurangi ketidakpastian dari kemungkinan kerugian yang tidak 
terduga. 
Untuk lebih mengetahui apa yang menjadi hak dari Pegawai Negeri Sipil 
Sebagai peserta askes adalah sebagai berikut:19 
a. Memperoleh Kartu Peserta. 
                                                             
19 Buku petunjuk layanan bagi peserta askes sosial, halaman 4 
 
b. Memperoleh  penjelasan/informasi tentang hak, kewajiban serta tata cara 
pelayanan kesehatan. 
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama 
dengan PT Askes (Persero), sesuai dengan hak dan ketentuan yang berlaku. 
d. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke 
Kantor  PT Askes (Persero). 
 
b. Tanggungjawab Pemerintah, Rumah Sakit dan PT. Askes (Persero) 
kepada Peserta askes. 
Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan 
Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun 
pelayanan jasa.  Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 
pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.. Dalam 
memberikan pelayanan terhadap peserta askes pihak-pihak yang terkait harus 
bertanggung jawab agar terpenuhi hak hidup sehat bagi pesertanya termasuk 
Pemerintah dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan akses pelayanan 
kesehatan dan fasilitas- fasilitas kesehatan untuk seluruh rakyat.  
Adapun Tanggungjawab dari Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2009  yang menegaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut yaitu ; 
Pasal 14  
(1). Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, 
membina, dan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat. 
(2). Tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan 
pada pelayanan publik. 
Pasal 15 : 
“ Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas 
kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. “ 
Pasal 16 : 
“ Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang 
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. “ 
Pasal 17 : 
“ Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan askes terhadap informasi, 
edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. “ 
Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam hal ini adalah Rumah Sakit 
bertanggungjawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh peserta 
askes tanpa membeda-bedakan status dari setiap peserta. Dalam kaitannya dengan 
tanggung jawab rumah sakit, pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab 
secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. 
Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, peserta 
asuransi kesehatan sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut 
haknya yang dilanggar oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini 
adalah rumah sakit. Pemberi pelayanan kesehatan dapat dimintakan tanggung 
jawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian 
bagi penerima pelayanan kesehatan. Hak pasien atau penerima pelayanan 
kesehatan adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan kesehatan yang 
diterima tidak sebagaimana mestinya. Peserta asuransi kesehatan sebagai 
konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai 
upaya perbaikan interen rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga 
yang memberi perhatian kepada konsumen kesehatan. 
PT. Askes (Persero) juga mempunyai tanggung jawab terhadap peserta 
askes yaitu bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola iuran serta 
membayar biaya kesehatan yang dibutuhkan peserta dan apabila peserta askes ada 
yang merasa dirugikan dapat juga menuntut ganti rugi kepadaPT. Askes (Persero) 
Cabang Makassar  sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk pemerintah untuk 
menyelenggarakan program asuransi kesehatan untuk pegawai negeri sipil, 
pensiunan pegawai negeri sipil dan veteran beserta keluarganya. Tapi sebelum 
menuntut ganti rugi peserta dapat menyampaikan keluhannya pada PT. Askes 
(Persero) Cabang Makassar . 
IV. Penutup 
Perjanjian pelayanan askes berlangsung  sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara 
PT.Askes (Persero) dan Rumah Sakit Umum Daerah selain itu tersedia fasilitas- 
fasilitas yang lengkap dan sangat bermanfaat bagi peserta. Namun pada 
pelaksanaannya terhadap pelayanan kepada peserta askes masih kurang 
diperhatikan karena banyak dari peserta askes mengeluh dengan pelayanan 
terhadap dirinya, misalnya : Peserta askes kurang memahami prosedur pelayanan, 
hal ini dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak Askes  maupun 
Rumah Sakit dan Prosedur yang lama dan sulit di Pemberi Pelayanan Kesehatan. 
Oleh sebab itu dengan adanya perjanjian terhadap pelayanan kesehatan diharapkan 
dapat memberikan informasi yang lengkap kepada peserta askes sehingga mereka 
dapat mengerti akan hak dan kewajibannya serta PT. Askes (Persero) diharapkan 
bisa memberikan sosialisasi kepada peserta askes agar mengetahui prosedur apa 
yang digunakan serta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta 
askes pihak- pihak yang bersangkutan harus bertanggungjawab penuh terhadap 
kesehatan dari peserta askes, selain itu  hendaknya tidak dibedakan dengan pasien 
umum, karena mereka mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan pelayanan 
kesehatan yang semaksimal mungkin. 
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